WALL KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINGI SUMATIERA UTARA

PIVRATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTA R
NOMOK 1% TAHUN 202 |

TISNTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017 TRENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHFA SA

‘ WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : a. bahwa dalem ravgka elektifitas, efisiensi biaya, peninglkatan
mutu sekolah, dan profesionalisme sumhber daya aparatur bagi
pemangku  kepentingan i didang  pendidikan i Kota
Pematingsiantar, perlu  merubah Peraturan  Wali  Kota
Pematangsiar tar Nomor 3] Tahun 2017 tentang Permnbentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas
Pendidikan Kota Pernatangsiantar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagairnana  dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan  Peraturan Wali  Kota
Pematangsiantar tenvang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 207 lentanyg Pembentukan
Unit Pelaksana Tekjus Dacrah Saluan Pendidikan pada Dinas

' Pendidikan Kota Pematangsiantar.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun (956 lentang
Pembentukan Dacrah Otonom Kota-kota Besar Dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Normor 0234), sebagaimana telah drabah
dengan Undang-Undang Nomar 15 Tahun 2019 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
LLembaran Negara Republik Indonesia Nomor ©398);
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. Feraturan Pemerirtah Nomor 18 Tahun 2016

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang P{?n?ff"ﬁ_”]'?i(“’iz
Daeral: (Lembaran Negara Republik Indonesta '1ﬁa.1un ZL“-,
Nomor 2244, Tambahen Lembaran Ncgara Republik .[.]']d(}ﬂt,fal'd
Nomor 5587), sebagaimana tclah diubah beberapa kall tf:l'ék]:ltlr
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tf:;ntfiftg 23:'}3
Kerja (Lembaran Negara Republik Indoneésia 'l'ahuu 2

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomer 30 Tahun 2014 tentang .":id]‘:ﬂlIlrle..l'El.h'l
Pemerintahen (Lembaran Negara Repubplik Indonesia T ahu:;
2014 Nomor 202, Tambshan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986' tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tlflgkat I
Pematangsiantar dan  Kabupaten Daerah ’[‘11r.1gl<:at I1
Simalungun (Lerabaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3328);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wanb
Belajar (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lemibaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negera Republik
Indonesia Nomor 4864

Peraturan Pemerintali Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guiru
(Lembzran Negara Republik Indonesia Tahun 200& Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nemor 4941),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran
Negara Republik Indonesia Momor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Iiidonesia Nomor 6058):

Peraturan Pemcrintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Teahun 2010 tentarg Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembarar: Negara Republik Indonesia Nomor 112,
Tambahan Lembarzn Negaro Republik Indonesia Nomor 5157)

iy

_ tentang
Perangkai Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturar. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangket Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 202! tentang Standar
Nasional! Pendidikan (Lemberan Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nonror 87, Tambahan Lemparan Negara Republik
Indon¢sia Nomor 6676);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47

Tanun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Dacrah
Bidang Pendidikan den Kebudayaan;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Moraor 41 Tahun 2018 (entang

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negen Sipil di
Lingkungan Instansi Pemerintah,;

17. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017

tentang Pemibentiilzan Perangkat Daerah Kota
Pematangsiantar;

18. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 04 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tvgas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Ninas-Dinas Daerah Kota Peinatangsiantar;

19. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 31 Tahun 2017

tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan
Pendidikain pada Dinas Pendidiken Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

pkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 31 TAHUN

2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DAERAH SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA
PEMATANGSIANTAR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pematangsiantar
Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pembentukan Umt Pelaksena
Teknis Daerah Satuan Penaidikan pada Dinas Pendidikan Kota

Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun
2017 Nomor 31), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Satuan
Pendidikan, terdini can :

a. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Keglalan
Belajar;

b. UPTD Satuan Pendidikan T[ormal Sekolah Menengah
Pertama (SMP) Negeri yang terdiri dari :

1 \SMP:Negen | :
2 SMPANeer=2:

2. SMP Negeri O:
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4. SMP Negeri 4;
5. SMP Negeri 5;
6. SMP Negeri o;
7. SMP Negeri 7:
8.  SMP Negeri 8:
9. SMP Negeri 9;
10. SMP Negeri 10;
11. SMP Negeri 11:
12. SMP Negeri 12;
13. SMP Negeri 13; can
14. SMP Negeri 14.

¢.  UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (8D) yang
terdiri dari :

1. 8D Negeri 121142;
2. SD Negeri 127243;
3.  SD Negeri 121246

4. SD Negeri 121248;

O. SD Negeri 121308;

6. SD Negeri 121309; B

7. SD Negeri 121313; i
8. SD Negeri 122332: 3 f
9. SD Negeri 122237; 5 g
10. SD Negeri 122340; e
1. 5D Negeri 122345;
12. SD Ne geri 122346;
_ii'f;Negéf{i 1@3&34&;? B e
. %lNeé nga«-u, _ f

FUSBY pXe 1=lrd
SD mm 122357;

CATYy m‘lr sl L T S 5 By r
F‘fﬂ@ )“{“Juul 122358:

QD Negeri 1902¢
N1D) INeg '-:ﬁ!.'-’” 12 virele >3
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A ] [ g y | F s W B
o)1) Negeri 122358
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29. 8D Negeri 122377:
30. SD Negeri 122379;
31. SD Negeri 122380;
32. 8D Negeri 122381;
g sm Negeri 1293852_;
34. SD Negeri 122283;
35. SD Negeri 122384
36. SD Negeri 122390):
37. SD Negeri 122301
38. SD Negeri 122394
39. SD Negeri 122395;
40. SD Negeri 122398;
41. SD Negeri 122390;
42. SD Negeri 122400;
43. 5D Negeri 122401;
44, SD Negeri 124158;
45. SD Megeri 124385;
46. BD Negeri 124386;
47. 5D Negeri 124387,
48. SD Negeri 12438%;
49 SD Negeri 124391
50. SD Negeri 124392;
S1. SD Negeri 124394;
52. BSDNegeri 124395;
53. SD Negeri 124297;
SDNegeri 1243C8;
sSD Neger: 124400;
56. fSlNcgem 124401;
 57. SD Negeri 124404;
~ 58. SD Ncgm 124405;
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d. UPTD Satuar Pendidikan Formal Tamar Kanak Kanal
(TK) Negeri yang terdiri clari :

l.  TK Pembina Negeri 1;

2. TK Pembina Negeri 2;

3. TK Pembina Negeri 3,
4.  TK Pembina Negen 4,
S. TK Pembina Negeri 95;
6. TK Pembine Negeri ©;
7. TK Pembina Negeri 7; dan

8. TK Pembina Negeri 8.

(2) Bagan susunan organisasi UJPTD  Satuan I—“;md{dil«:an
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lanmpiran L
I, I dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

l Pasal 'l

Peraturan Wali Kota ini mmnlai berlaku sejak tanggal ditetapkai.

Agar setiap orang mengetahuiny2, memerintahkan pengundangan
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Ber:ta Daerah
Kota Pematangsiantar.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal R4 Junr 2|
e,

WATT KO TOREMATANGSIANTAR.
e L

SYAH

Diundangkan di Pematangsiantar

pada tanggal Ry Jum 2C&|

7 PERGIRCARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

\n
0
Ey A

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGGIANTAR TAHUN 2021 NOMOR /3
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